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REVITALISASI ILLAT HUKUM DALAM MEMBANGUN
FIKIH PROGRESTF

- ' Oieh ; Zainal Muttagin+

Abstrak

Pembaharuan hukum Islam merapakan sebush keniscayaan di tengal tuntutan
perubahan dan dinamike kehidupan masyarakat yang bergerak capat, Para ulama
dulu sudah mewariskan teori-teori hukum yang masih relevan dun periu
dikembangkan untuk diterapkan. Salah satu teori fikih yang sudah lama dilxabas
dan dikaji para ulama sejuk dulu adaleh teori illat. Dalam konteks qivas. iflat
mempunyai peran yang sentral untuk dapat mempeluss berlakuuys suat hukum
yang disebutkan oleh nash kepada kasus baru yang muncul dan tidak ditemukan
hukamnys dalam nash. Namun penggunsan illat (ivasi dirasa kurang dinamis
dengan adanya syarat-syarat konkril yang ditctapkan oleh para ulama ushul,
Namun praktik kil semenjak dulu terutsma khalifah Umar mengisyaratkan
petlunya pemaknagn illat tidak hanya terbatas pada metode givas. namun dalam
benfuk mengetahui tujuan dari pemberiakuan hukum. Ini disebutkan oleh pari
ulama denpan istilah illah syar'i. Integrasi illat dan hikmah dalam penerapan iliat
syar't dapat mewujudkan fikih vang progresifyaitu fikil vang beroreintasi kepada

kemaslahatan hidup manysia,

Kata kanci : Fikily, ‘ilah Tasyri', Hikmah, Magashid al-Surriah

A. Pendahuluan

Perkembangan hidup dan
peradaban  manusia  seiring  dengan
munculnya problem sosial yang semakin
kompleks. Semakin maju peradaban
manusia, maka semakin  banyak
tantangan yang dihadapi. terutama dalam
masalah hukum. Kasus vang pada awal
Islam, atau pada masa klasik muncul dan
dirumuskan hukumnya oleh para ulama,
ternyats bisa saja muncul kasus baru
yang lebih rumit dan tidak ada jawaban
bukum vang terdapat dalam fikih asik
Kondisi ini tentu saja menjadi sebuah
problem, karena kitab-kitab fikih yang
dirumuskan pada masa lalu adalah
Jawaban yang terikat dengan ruang dan
waktu saat itu. Begitu juga bahwa

"Dosen Tetap Fakultas Syariah dan
Ekonomi Lslam TATN Asitasar Banjarmasin

Alquran dan Sunnah schagal sumber
hukum memilild keterbatasan kuantitas,
dan secara literlek tidak menjawab
pelbagar persoalan hukum vang akan
terjadi di masa depan. Kondisi injlah
yang disadari oleh para ulama
sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-
Syehrastani bahwa persoalan kehidupan
masyarakat lidak ada  batasnya
sedangkan jumiah nash sebagni sumber
hukum jumlahnya terbatas. Oleh karena
iy, mustahil sesuaty vang  terbatas
mampu untuk menjadi  colusi basi
sesuntu vang tidak terbatas.! Ungkapan
mi megjadi  isyarai  bahwa  ijtihad
merupakun satu-satunya jalan yang harus
dijalankan olch para ulama dalam upaya
menjawab problem sosial yang semakin

"Al-Byatrastan afAdilal wo al-Nifal,
Mesir, Musthafid sl-Babi al-Halab: 1967, him
16y,
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rumil, yang sccara fersural tidak
cisebutkan oleh nush, schingea hukum
Islam bisa bergerak dinamis, fleksibel,
menembus ruang dan waklu kehidupan
manusia.

litthad meropakan  sebuah
proses rasionalisasi  (ra'vw) dalam
merumuskan ' hukum  dengan masih
merujuk kepada Alguran dan Sunnah.?
Tampilnya ytibad sebagai point penting
dalam hukum [slam dilegitimasi olch
Nabi ketika terjadh dialog antara beliau
dengan sahabat Muadz bin Jabal dalam
rangka pengangkatan Muadz  sebagai
hukim (gadht). Dalam dialog tersebut
Nabi menanyakan bagaimana Muadz
memutuskan hukum apabila dihadapkan
kepadanyn sebuah pertanyaan, Muadz

“Lihat  Abdus  Salam  Aref,
Fembahoruan Femildvem Hukim dolam Antara
Fakta dan Reaiita Kafian Pemikiran Hulm
Skl Mofnned Syalin, Y ogvakarin, | ESEL
2003, him. 1, Dalam mendefinisikan ijihad pars
ulama menggaukan beberspa kata yang berbeda
seperti  Haddly  al-Was't atau  mencurshkan
kemampuan, {stifrag ol-Was't yang artinva
mengerahikan scgala kemampuan. Dari beberapa
definisi yang diberiken oleh para ulama, ijtihad
merupakan sebuah ektivitas yang mengandung
bebernpa unsur di anteranys  yaits  ijtihad
merupalcan aktifitas yang memerlukan kepads
sebuah  penalaran yang serius dan optimal
kedua, miglahid sebegai orang yang melakukan
aktifitas ijtihad adalah orang wang memiliks
kualifikasi dan kompétensi serta syaral terteniu
Keties, aktifitas [tihad diopayakan datam
mormuskan  huloom syarak vang  berksitan
dengan perbuatan seseorang dan bersifat zhemm,
tidak memasuki wilayah yang sadsh disepakati
sebnnl sesuatu yang gathy. Keempat, aktifitas
ijitract harus didasarkan kepada dalil-dalil nash
syarak atau yang tidak di-savh-kan, likat ibid,
hlm. 16-20. Terminolog ijtihnd yang diberikan
oleh parn ulama jugs memberikan  sebuah
diksursus lain dengan adanys dua sudut pandany
yaitu dari sudut pandang pemakain kata dan dari
sudut pandang ada dan tidak adanya kata yang
dijadikan Datasan dalarn definsi. Dari sudut
pandang pertama, para ulama dikelompokian
kepada dua wailu pertama ulama yang lebih
meditikberatkan  kepada perbuatan  rmujtahid,

menjawab secara prosedural mulai dari
Alquran, sunnah, dan Tjtthad (girahide
bira'yi) dengan didasarkan kepada dua
sumber awal’ Semangat rasionalisasi
hukum ini juga tergambar dari paktik
hukum vang dilakukan oleh Khalifah
Umar bin Khattab sebagaimana tercatal
dalam segjarah perkembangan hukum
Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai
sahabat Nabi wvang berani  untuk
memainkan peran ra'yi, tidak hanya
terbatas pada apa yang belum digariskan
oleh nush, namun juga pada aspek yang
sudah ditentukan oleh nask Hal n
terleihat pada kasus scperti udak
menerapkan hukuman potongan tangan
tethadap tindak pidana pencurian, tidalk
memberikan hak distribusi zakat kepada

Deefinis dengan kata “bas! atau “dsiifragah’ atau
pun dingan memakal kedoanya menunjukkan
babwa ijtthad merupskan sebuah aktifitas
seorang  mujfahid.  Sedangkan ulama lain
memahams batrwa ijtihad adalah scbouh medaka® -
afan sifl vang melekat pads Jiwa  seorsng
mujtahid, Pemahaman ini pada umunya bahyak
dipahami oleh para ahli badits dan parn wame
Syiah. Dari sudut pandang vang kedua, ada yang
menghubungkan dengan pelakuk oy seport kata
miujtahid atau jogih dan ada pula vang lidak
menghubungkan dengan pelakuknya. Pemberian
terminologl fjtibad juga dapat dipandang dari
segi tujuan pelaksanean ijtihad yang bermuarn
kepada diskusi ada atau tidak adanyn jjtihad
terhadap nash vang qaih 4. Lihat lyas Supena
dan M. Fauzi, Dekonfruksi don Rekontridei
Hukum Istam, Yogyakarta: Gama Media, 2002,
him | 78-184

* Secarn lengkap teks hadits lersebut
lihat Tmam Abu Davd, Swwan A8 Dhand
Bandung: Dahlan, tth, j, TIT, him. 303, Dalam
sebugh riwayat vang lain juga disebutkan habwn
Mabi saw bersabda seorang hakim apabils dia
melakukan aktifitas ijithad dan ijtihadnya benar,
maka 13 akan mendapetkan dua paliala, vamun
apabiia salah maka ia mendapathkan satu pahala,
Riwayatnya sckali lagn mencgaskan pentingnya
ijtihad  sebagai  malwr  dalam  upaya
mengambangkan dan meaktualkan bukum Islam
dalam kehidupan mamusia Lihat An-Nasa’l
Swran an-Nasa '§ Beirut, Dar al-Fikr, 1938 hadist
nomor SI86.
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para muallaf, pembatslan rampasan
perang, pengucapan talak tiga sekaligus
diperhitungkan w@luk tiga *

Rasionalisas: hukum
sebagaimana yang ditcladankan oleh
para sahabat, terutama Umar bin Khattab
sebaguimana disebutkan di atas, semakin
massif berkembang di era generasi
Selanjutnya, seperti fmam Syafi’i vang
dikenal dengan kumpulan ijtihadnya
ywitu gaul al-QOadim dan gaul al-Jadid,
beserta metode 1stinbatnya yaitu giyas,
Imam Hanafi dengan metode istihsan,
Semuamya  merupakan  hasil  dari
pergumulan antara leks wahyu dengan
kondisi faktual yang terjadi sehingga
melahirkan inovasi dan metode hukum
yang kreatif. Dengan metode dan teori
hukum vyang dilahirkan, menjadikan
hukum sebagai sebuah rekayasa sosial
(social engtnecrmg) untuk melakukan
perubahan dalam masyarakar® Secara
ringkas dapat dijelaskan bahwa umat
Islam dewasa mu mendapatkan sebuah

* Dalam bkasus il Usmer tdak
mempraktibkan sebagaimana yang tersurat i
dalam Alquran sursh al-Maidsh ayat 38 yang
artinya  babiwa  pencuri  lakilaki  maupun
perempuin dipotong tanggnoya gpbioa balasan
terhidap tindak pidema yane difakukpn, Limar
Uiralasan bahwa hulam faded tersebul Hdak bisa
ditegaklan di dalam sunsuna ekonomi yang sulit.
Dalam zakat, Umar tidak memberikan zakat yang
merupakan hak bagi para muallal sebapaimann
yong secars sherify dijelaskan oleh Algran surah
al-Taubsh ayer 60 dan juza spa yang tclsh
dipraktiklan  oleh Rasulullah. Pertimbangan
Umnar dalam masalah ini adalah babwa kondisi
lslam di masa Umar berbeda dengan mass
Razululiah Di masa Razol, Tslam sebagai sebuah
dgama perlu perjuangan dalam dakwah untuk
mempertalankan ckiistensl dan petivebarannyz.
Sedangkan di mass Umar Islam sudab disnggap
relatil kuat baik sebagai sebush agama maupun
kekuatan politis. Dalam  kesus talak, Urmar
diangezp fidak mempraktikkan sebagaimana
vang dipabamn dalum Alquran Sural al-Bagarah
ayal 229 dan juga scbagaimana yang
dipraktikkan  ofeh Rasululfah SAW. Umar
mempportimbangkan babwa talak vang berada

Revitofwosr Llar Hubum

peninggalan (fwads) yang kaya dengan
metode dan teori hukum yang dapat
dielabiorasikan untuk menjawal
persoalan kekinian schingua  hukum
Islam yang selama ini dinyatakan relevan
dengan perkembangan zaman dapa
dibuktikan dengan inovasi hukum vang
kreatil'  sehingga  berdampak  bagi
kemaslaahtan hidup umat manusia

Upaya pembaharuan hukum
merupakan sebuah keniscayaan, dan ini
sesudl denmgan pesan Rasululizh SAW
dalam  schuah  riwayat  bhahwa
sesungguhnya  Allah mengutus pada
setiap awal seratus tahun (satu abad)
seseorang yang memperbabaru urusan
agama umat’. Pembaharuan  hukum
Islam dilakukan baik dalam konieks
mengaplikasikan  apa  vang  telah
ditegaskan oleh ayal Alguran maupun
hadits, dan juga menemukan status
hukum terhadap masalah-masalah bary
yang belum ditemukan dari  kedun
sumber  utama  tersebut”  Upaya

poda pibak iski-laki berpotensi memberikan
kesewenangan laki-laki untuk mempersalit stams
perempunn sehinggn tidak memberikan manfam
kepada para perempuan apabila voapan tlak tgs
sekaligus dipahami sebagai tolak satu. Oleh
karena itu, untuk menghindari terjadinya prakiik
seperti itn, maka pengucapan lalak tiue sekaligus
dihvkumkan jatuh talok tiga akan memberikan
pelajaran kepada pihak laki-laki untuk berpikir
wlany monceraikan istreinys dengan pengucapan
talak lpgs sekaligus. Kajian vang lebih intens
dalamm  masalah ijtihad Umar lihat  Amir
MNuruddin, ftthad Timar  bin Ehagah S
tentang Pernbaiza: Hikam dalam Iyviam, Jakasna.
Rajawali Pross

3 Zainuddin, “Hukum lslam  dan
Perubdhan  Sosial  (Menvelaraskan Realitas
dengan Aagashid of-Syariah)” dalmin Jurnal
Midia M Mwlah, Velome §, Noner 6
Desember 2012,

® Teks hadits secara lengkap lihat Al
Diand, epcit, Juz TV, him, 109

Tramal M i Asmani,
Mengembangkeny Filgh Sogiol K HM. A Sahal
Maltfudh Flaborast Lima Cirl Urama, lakarty
PT. Grumedia, 2015, him. 48,
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pembaharuan terhadap hukum [slam
merupakan  sebuah  tujuan  untuk
mewujudkan  lahumya  paradigma
berfikih baru Di kalangan para ulama
NLI. ada lima ciri menonjol dalam upaya
pembaharuan hukum [slam sebagaimana
yang dikutip oleh Ahmad Roliq yaitu
pertama, secara kontinyu mengupayakan
adanya reinterpretasi terhadap teks-teks
fikih yang terdapat dalam kitab-kitab
fikith untuk mencari pemaknaan yang
lebih  kontekstual. Kedua, definisi
bermazhab harus diartikan ke arah
bermazhab  manhayy  (metodologis)
bukan lagi diartikan bermazhab gauls
(1ckstual). Ketiga, harus ada sebuah
upaya verifikasi yang bersifat elementer
untuk dapat memilah mana ajaran yang
pakok dan mana ajaran yang tidak pokok
atay cabang Keempat, fikih harus
dihadirkan sebagai sebuah etika sosial,
bukan lagi sebuah hukum positif, dan
kelima, harus diadakan pengenalan
pendekatan  filosofi trutama  dalam
masalah sosial budaya.®

Dalam  perjalanan  sejarah
hukum Islam, ada dua paradigma vang
dapat dijadikan sebagai acuan dalam
upaya pengembangan hukum [slam yaitu
paradigma yang berbasis tekstual dan
kontekstual serta merespon masalah-
masalah kekinian dengan beragam

P Lihat Abmad Raofig, Figh
Kontehstual dari Nerwiatif ke Pemaknaan Soxial,
Yopyalkarta: Pustaka Pelajar, 200, him. 5.

¥ Lihkat Romli, “lls  dao
Pengembangan Hukum Islun™ datam Jntizar Vol
0 No 22014, him 234-240.

I8 Secara umum para ulama ushul fikih
mendefiniskan guth'! merujuk kepada dalil
hukum syarak yang dapat dipabami secars
tersurat duri pash Alquesn dan sunnali yang
memiliki daya bukum yang kuat dan mengikat
sehingea tidek memungkinkan untuk dilakukan
takwil lain kecunli mgkns vang terkandung
dalum mash tersebut. Lihat Mubammad Adib
Saleh, , Tafur an-Nusuy fi al-Figh al-Istomi

= — _—

pendekatan. Dengan  pendekatan
tekstual, itk  tolaknya  adaloh
pemahaman  terhadap apa  yang

disebutkan secara tersural dalam nash
untuk  kemuodian diterapkan  dalam
realita. Pendekatan seperti ini dikenal
dengan sebutan bayani Sedangkan
pendekatan  kedua yaitu kontekstual
hertitiktolak pada upaya menarik sesuatu
dari luar teks denpan mencari padanan
dan menycsuaikan dengan konteksnya.
Pendekatan seperti ini dikenal dengan
sebutan ta Tili dan istéslahi® Namun satu
fukta yang tidak dapat ditoluk adalah
bahwa dalam kerangka pembaharuan
hukum lslam selama ini, sering para
ulama  terjebuk  pada pembatasan
(limitasi) lapangan ijfihad Menurul
Abdurrahman Dahlan, para ulama ushul
fikih sepakat bahwa hukum yang
didasarkan kepada dalil Alquran dan
hadits yang bersifat gai't  bukan
menjadi objek dan  wilayah ijiihad,
narmun pach syarak vang bersifat zhamni
menjadi objek dan wilayah 1jtihad yang
Jugs.'” Para muijtahid bisa melakukan
lreasi dan inovasi ijibad pada wilayah
nash yang zhanni. Pendapat mi jugs
tergambar dalam tulisan Abdul Wahab
Khallaf yang judulnya AMashadir al-
Tasyri® fii Maa la Nasha Fibi"
Persoalan garl i dan zhanni sekian lama

Dirasah Mugaranah Hmaiahiy aF-'Ulama fi
Istinbath al-Abkam min Nusis al-Kitah wo ol-
Swupmah, jilid T, Beirut: al-Maktsb al-Islami, 1983
M/1404 H, cet. I, him 526. Thn Arur al-Haj |
al-Tagrir wa al-Tehbir fi ‘in al- Usul, jilid 1,
Beirut: Dar al-Fikr, 199&/14117, cet, 1, him, 24
Abdul Wahab Khallat, “Mm Usel al-Figh Wa
Khiilasah at-Tasyri! al-tdami, Kuwait: Dar al-
Cialum, hlm. 35

1t ihat Abdurrahman Dablan, sl
Figih, Jakarta: Amzah, 2014, him. 346 Lyt
Ahdul Wahab Khallaf, Mashadr al-Tasyr i al-
Telami #i Maa La Nashu Fifd, Kuwait: Dar sl
Qolam, 197271392
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tidak pemah menjadi sebuah diskusi
yang t@jam, namun seiring dengan
kesaderan  perlunya  fafdid  atau
pembaharuan bukum, adanya limitasi
ntihad pada wilayeh yang zhanni saja
dirgsakan tidak akan membawa sebuah
perubahan vang signifikan. Oleh karena
iy, upaya pembabarugn tidak bhanya
terbatas pada wilayah yang shanmi sajg,
namun  juge  memungkinkan untuk
masyk dalam wiyalah yang selama ini
dangeap gath'i oleh para  ulama.
Menurat livas Supeoa dap M. Fauz,
upaya pengembangan atau pembalaruan
hukum Islam tidak akan berjalan dengan
bailk apabila makna ijtihad tdak
diperiuas, dan pemaknaan ytibad yang
diperiuas tidak akan ferjadi apabila
dikotorm garh's dan zhenni yang selama
i dipehami masih dipertabankan karena
dapal  menyebabkan  ambivalensi
berpikir.' Upaya rckontruksi konsep ini
juga pemah  didengungkan  oleh
Abdullahi  Abhmed an-Naim vyang
mengajukan, wacana bahwa dahl yang
gatl'i adalah dalil amm yang bensikan
nilai-nilai  universal seperti keadilan,
kemanusian dan  lam-lain  sedangkan
dalll vang fhass adalah dahl yang
bersifat parsial ' Secara substansi hal
vang sama sudah lama diwacanakan oleh
al-Thufi yang menyatakan bahwa ntla
garh’i harus dilihat dari substansi vang
dikandung oleh ngsh yaitu nila-mlai
universal  seperti keadilan  dan
kemaslahatan, '

Terlepas  dan  perdebatan
tentang gafh’i dan zharm scbagaimana

12 Tihan llyas Supena dan M. Faue,
opcii., hlm. 183-184,

¥ Libat Abdullsll Abmed so-MNaim,
Dvkemtrikst Svariah Wacena Kebebusan Sipif,
Mk A sasi Marnesea doar Hubungem Internasional
dafam fslem  (Toward  Refoemanon Coal
Liberties, Humar: Bight and International Law),
Penterjemal Ahmad Suedy Ammruddin ar-Rany,
cel U1, Yogyakarta: LEIS, 2001, hli 55-57

Reviafisae Wat Hookuri

diuraikan di atas, menurul hemat penulis,
ini menunjukkan bahwa dinamika
tersebut memberikan kesan kuat bahwa
adanya kesadaran dan kaum mushimin
untuk memperhaharui berpikir hukum
dan mengaktualkannya dalam kehidupan
modern saat ini. Dalam hal ini, peclu
kiranva memperhatiban pendapal Al
Hasballah bahwa dalam upava penerapan
ijtihad, maka bisa saja dalil yang qath'i
dilnterpretasikan wlang "™ Menurut Amir
Muallim dan Yusdani bahwa ijtihad
terhdap dalil vang gathi'i bukan dalam
konteks istinbath  al-Alkwm, namun
dalam kerangka fathbiy ai-Afkom yaitu
mencrapkan hukum yang dikandung
oleh nash ke dalam realita vang ada '
Dalam upaya penerapan tersebut, salah
satu teon yang perlu untuk direvilalisast
adalah teori illat hukum { ‘#laf al-Hukm)
yang sering diistilahkan dengan fa il a/-
Abkam. Menurut penulis, ada beberapa
alasan mengapa  ilat  hukum  perlu
diangkat ulang dalam apaya membarnigun
fikth yang progresif dan sejalan dengan
semangat pembaharuan hukum Islam
vaity pertama bahwa teori illatini sudah
lama diangkat olch apre ulama dalam
upaya melihat adanya suatu hukum,
sehingga adanya pertenlangan dalam
upaya rekontruksi hukum lslam dapat
dieliminir karcna masih dalam kerangka
ijihad para ulama, dan kedua bahwa
dalam jllat hukom terkandung adanya
upaya mengidentifikasi tujuan  hukum
yaitu tercapainya kewnaslahatan dap
keadilan.  bagi  kaum  mushimin
sebagaimana vang alkan penuits jabarkan

¥ Libat Zanal Muttagin, “Diskursts
Oeaith s dan et dalam Gelombang Pemikiran
Hukum Islamy, dalam Speptah Jwrmed  Hew
ke, Momeor 1 Velume 2 Juni 2009, him, 46

I Lihat Ali Hasballah, Ushm! al
Torsyirr ' al-fafomni, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1976,
il 297,

19 | ihat Amir Muallm dan Yosdini,
Kewifigirass  Pemtiran Hufon  Iulion,
Yoayakarin: LI Press, 1999 him 37
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lebih lanjut dalam bagian-bagian di
bawah ini. :

B. Tat Hukum dalam Perbincangan

Ulama

Berbicara tentang illal, maka
tidak lepas dari diskusi lentang gnas
karena illat merupakan salah satu
rukunmnya. Suaiu usahi untuk
menganalogikan hukum tidak akan bisa
terjadi apabila faktor illat hulkum tidak
ditemukan di dalam ashl dan furu’,
Prosedur seperii ini dalam referensi
ushul fikih discbut dengan ilat givast'”,
Dalam kenteks ini, pemberlakuan hukum
yang terdapat di dalam sebuah penistiwa
yang sudah ada ketentvan hukumuya
dapat dipertuas fterhadap perstiwa-
peristiwe lain yang belum ada ketentuan
hukumnya discbabkun adanya kesamaan
illat'’®, Eksistensi illat dalam sebuah
hukum bertolak dari kesadaran bahwa
Spari’  dalam  menetapkan hukum
bertujuan untuk merealisirkan
kemaslahatan bagi kehidupan manusia
dan  menghindarkan mercka dan
kemudahratan yang mungkin mucul
Tujuan hukum schagaimana disebutkan
tersebul dapat diketahui dan teks nash
yang menetapakannya, yaitu melalu
sifat yang menyertal hukum tersebut dan
dari siful itulah dapat diketahwn illat
sebuah hukum. * Dalam relasi antara
nash dan giyas, illat hukum diposisikan
sebacal sesuatu vang ma'qul al-nash
atau seuatu yang dapal dipaham dan
nash. Dengan demikian, pemberlakuan

1 Lihal Romli, opcft, hlm. 222

¥ Amir Svarifuddin, Ushwl Figih,
Jakarta; Kencana, 2008, him. 350

" Ahdurrshman Dabilan, ep.eil, hln
164

M Amir Syarifuddin ep.eis, him, 350
351

2| ihat” Atha bin Khahil, Usiud Figih,
Kajian  Usind  Figih Mudah  den Prakiis,
Penterjemah Yasin as-Siba'l, Bogor: Pustdla
Thariqul Tzzah. 2011, him. 1B

. manthug dan mafhumnya sse e

hukum dalmm skala yang leses is
dilakukan. Namun sehabiimye =
illat hukum tidak dapat desdess
dalam sebuah push, maks =aes ==
hanya bisa dikategorikan deles &

tiduk dapat dilakukan

Secara etiomolog wa
penyakit (@l-Maradh)™ dan shess s
mendorong dilakukansve
perbuatan. (al-Ba'its ‘ala &= 58
Hasballah mengartiken 58

sesuatu yvang dan ==
menvebabkan  wujud  same
berdasarkan akal™ Dan 2=

bahasa tersebut ada beberspe =
terminologi illat yang dikema
para ulama di antaramya seoes
dikemuksakan oleh Wabbeh a0
bahwa illat adalah sustu S5
konkrit  dan  dapat e
keberadaannya pada sctisp 28
dan menurut sifatnya dapat :
tujuan hukum yaitu tercspems S
kemaslahatan (mau sy x
‘indahu  tahgigan T masSSS
mugreal il hukemi).?* Mobassme
Zahrah mendefinisikan

suatu sifat yang jelas, =tap &
dengan dasar hukum™ ShesS S
Ibnu Tholib memjelaskan SN
adalah suatu sifal yang torceges £

kasus ashal dan juge ks W
illat tersebut menjadi Ee=es
menjadi tyjuan  svarak  See
diketahmi dengan akal = S
diartikan sebagai suals =S

I Thyy Manzor, Liss =
TV, Buirut; Dar al-Ma'arifl 1tk S £

D Ali Hushallsh, o2

3 Lihat Wahbah af-7uleis =
Figh ai-Islami, Jilid |, Bems Des i
him, 646

T Lihat Mubammes A=
Ushied orl-Figgh, Kairo: Dar si-Fis & St
hilm. 188
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: a0 pasti yang mana hukum
=== =tas dasar illat tersebut, dan
w=simya sebuah  hukum sangut
S dengan  adanya illat
= Terminologi  di  alas
Se=s=barkan adanya diskusi para
=hul  fikih  klasik  dalam
hakikat illat  ketika
Sengsan dengan hukum Perbedaan
s dipengaruhi oleh diskursus
¢ Smu kulam. Dalam diskursus
SE. 855 tige kalimat yang menjadi
petedaan yaitu apakah llat ity
% ls (pendorong),  muatsiv
t pongaruh),  ataukab s ‘arif
iahu). Apabila illat diartikan
% 5o s, maka illat diposisikan
Wes sosustu o yang  mengandung
= yang pantas menjadi tujuan
Apabila  diartikan  sebagai
s st dipahami sebagai sesuatu
=embenkan pengaruh terhadap
e sehingen dapat  diidentifikasi
Sesiabal dan mafsadal. Apabila
s sebagai et allat hukuim
s sehagal pemberl  landa
= Susum vang bisa tdak terikat
e=wajiban adanys wmask Di
e== Asy anvah pads umumnya
=2 konsep (llat sehagai sebuah al-
== sang sepadan dengan makna
<% Zen amarafi (anda adanya
Sesum). Mercka menolak illat
R shacal al-Ba'ity, dan muatsie,
= pemaknasn ini fidak  diakui
== di kalangan Asy’ariyah yang
= smemnya bermazhab fikih Syafi‘i,
Al-Amidi, Ibn Hajib bahkan al-
== mengartikan illat sebagai sebuah
o Menurut Ridzwan  bin

= Shaufi Hasan Ibou Thalib, Tahbig
S o Blamivah fii al-Biled al-Arabival,
“we & Nadhah al-Arabiyah, 1995, him. 148,
= Likst Ridewem Bip Alimad,
" * Ta'lll al-Abkam Sechagal Asas
smues Magachid  al-Shari’ah  Manurug

] Tl Salam Jurnal Flgh, No. 5 2008, him.

— g

Revitahsavi IWat Sk

Ahmad, bahasa apapun vang digunakan
olch para ulama dalam memahams:
hakikat 1llat, semun mempunyai maksud
yang sama bahwa illat bisa dijadikan
schagal schuah Htk tolak  untuk
mengidentifikas: adanya hukum (e 'lif
al~dhkam) dan  Allah Iah vang
sesungguhnva  menentukan sgzala
hukum, bukan illat ity sendiri. Dengan
demikian, perbedaan yang lerjadi hanva
pada tataran konsep dan pendekatan
yang. digunakan. Berbeda dengan
mu'tazilah yang memahami iHlat sehagai
al-mu'arif sccara independen dalam
menemukan hukum, tanpa terikat dengan
adanya nash. >

Dalam menetapkun suaty sifat
scbagai illat hukum, para ulama
menentukan beberapa syarat atau kriteria
dh antaranya menurut Wahbah al-Zuhaili
yaitu pertama, bahwa illat hukum ity
merupakan suatu sifat yang jelas dan
dapat dijangkau dan diketahui olch P
indera, Ini berarti bahwa sustu sifat ol
luar tangkapan panca indera dianggap
sebagai suatu sifat vang samar dan tidak
dapat dijadikan scbagai illat huicum.
Kedua, sifat yang akan dijadikan illat
bersifat pasti dan dapat dipastikan ada
pada furw'Ketiga, sifiy vang akan
dijadikan illat mempunyai kesesuaian
dengan hukum. Keempat, sifat tersebut
tidak terbatas hanva ada pada ashal, dan
kelima sifat yang akan dijadikan sebagai
iHar hukum berlaku umum® Di samping
syaral yang sudsh disebutkan di atas, ada
bebrapa  syarat lain  yang  masih
diperselisthkan  pars  ulama  Amir
Syarifuddin  merangkumnya  dalam
sembilan  poln.  aitu pertama,

184-191. Lihat Pula Amir Syarifuddin, e,
film 331-352,

* Liha: Ridzwan bin Ahmad. oo,
hilin, 19¢-191

# Likat Walbah al-Zuhaili, op. i,
hhid 1L hbm 652658
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penggunaan hikmah vang tidak terukur
sebagai illat  (al-Hikmahk al-
Mujarradah). Kedua, pengunaan illat
adani (negatifikala tidak) untuk hukum
(subuti. Ketiga, penggunaan lat
qashirah, yaitu illat yang mungkin
terdapat puda suatu lempat lertentu, hidak
lerdapat  pada lainnya,  Keempat,
penggunaan sifat muwakkab sebagai illat
Kelima, pengeunaan hukum syarak
sebagai illat untuk hukum syarak yang
lain  yang hukumnya juea  hakiki

penggunaan dua illat untuk satu
hukuin, Ketujuh, penggunazn satu illat
untuk dua hukum  baik vang bersifat
tsubuti maupun  dalam  bentuk aafi
Kedelapan, penppunaan  isim fagab
sebagai  illat  hukum, kesembilan,
penggunaan sifal mugaddar sebagai illat
hukum, ¥

Dengan adanya syarat yang
ditentukan sebagaimana disebutkan di
atas, para ulama berbeda dalam
memahami apakah fllat mempunyai arti
yang sama dengan hikmah, Menarut Al-
Amidi ada tiga pendapat dalam hal ini
yaitu pertama hikmah tdak bolek
dijadikan sebagai illat hukum apabila
tidak ada batasan yang jelas. Kedua
Scbagian ulama Maliki dan Hanabilah
menjadikan hikmah sebagai illat, dan
ketiga, apabila suatu sifat jelas dan
terukur, maka hikmah tidak Disa
dijadikan sebagai illat hulcum, namun
sifat tersebutlah yang menjadi tllatnya,
Namun schaliknya apabila hikmah yang
bersifat jelas dan terukur, maka hikmah

_ " Penjelasan yang lebib panjang
wntang persoalan ind Hhat Amir Syarifudiin,
op.cit,, him, 356-362.

1 Libat Syaifoddin Abl al-Hasan Al
bin Abi Al lbou Muhammad Al-Amidi 47
Hikam fi Ushul al-Alkam, Jitid 1. Beirgt: Dar
al-Kutub wl-Thniyeh, 1404 H hlm. 140, Likat
Pula Mubsmmad Hasyim Kamali, Principles of
Ixleumic Jurisprudence, Cambridge: 1p, 1991,
hlm. 268-260,

tersebul bisa menjadi illat hukum bukas
sifut® Apabila dicermati pendapat pars
ulama tentang definisi dan syarat ills
maka illat biasanya diposisikan sebazs.
seuatu yang konkrit seperti suatu siisr
yang lampak ‘dan mengikal, dapes
chiketahui oleh akal, panca indera atupkas
dari scbuah tradisi seperti baik des
buruk. Sedangkan hikmah adalah seensss
yang absirak, yang tidak dapat diste
dan diketahui baik melalui akal mapes
panca indeta bahkan sifitnya yase
terkadung tidak ftetap sesuai dengze
adanya perubahan kondisi atau budava
Contoh yang jelas seperti praktik adameg
rukhsheah bagi scorang musafir Ade—ve
rukhsal menurut sebagtan ulams VERZ
berbasis illat adalah karena adanva s
yang ditentukan dengan jarak tertesss
Sedangkan menurut ulama yang berbess
hikmah, bahwa adanya  ruksess
merupakan wujud untuk menghilzngiss
adanya masyogah yang ditimbulkan Se
adanya safar. Sufar dipahami ehasm
sebab  adanya  kebolehan e -
melakukan rukksiah, namun yane s
menjadi illal atau hikmahnya sdeis
kemaslahatan atau kemateadatan =

Unituk menemukan =
menientukan adanva illat dalam sees
hukum  para  ulama  merumestes
beberapa metode yang disebut de=ruz
masalik al-'{flul atau tarigak e
dlaly Mk Namun  Seiee
merincikan jumlah metode fersebet suem
ulama berbeda pendapat ™ Secars s=am
dapat disimpulkan ada tiga metods TERE

* Lihar, Abu Ishuq [brahime e S
al-Kahsmiyi al-Systibi, al-Mugfaos 5 e
al-Syart'ah, Jilid I Talufiy Sveikh At
Darraz, Beirut- Dar al-Kutub al-Timssas i
him. |96

3 Muhamniad al-K hudas Bck Dt
al-Figh, Beirat: Dar al-Fikr, 1988740 we
375

M Fakhruddin Ar-Ras doar
menyebutkan ada sepuluh macam e 0
Syaukani ade sebelns  jalan Selueun
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dapat diterapkan dalam proses pencarian
itlal, dan mash yang terdiri  dari
Alguran dan Suonah menempati
kedudukan pertama,” untuk kemuodian
disusul oleh ijmak dan ijtihad, atau
menurut Al Hasballah disebut dengan
wl-Munasabah. ™’

Menentukan illat dengan metode
ijtihad dapat ditempuh dengan tiga cara
vaitu pertama, Takfmy al-Manath, vaitu
pengkajian dan penelitian terhadap illat
vang #sash atau fjmak menunjukkan
ketentuan hukumnya tanpa menyebutkan
illatnya. Dalam hal ini upaya yang
dilakukan dengan jalan  issmbath.
Contohnya scperti sifat memabukkan di
dalam khamar di tentukan sebagai illat
bagi hukum haramnya khamar.”® Bentuk
vang kedua adalah tangih al-Manath .
vaitu pengkajian dan pepelitian untuk
menectapkan sifat-sifat yang ditunjukian
oleh nash secara tegas secbaga llat
hukum dengan mengabaikan sifat-sifal
yang tidak cocok, dan menetapkan soatu
sifat yang cocok untuk illat hukum
tersebut " Dalam hal ini upaya yang
ditakukun dalam bentuk verifikasi sifat-

Mubanmnad Kbudard Bek ., Abd  al-Wahah
Khallaf dan “All Hasballgh hanya menyebutkan
adn  tiga  Sedegkan  Abdullagh  Dacra] dan
Mubhammad Abu an-Nur Zahir menvebutkan ada
sembilan Lihzt Fakh ol-Din Muhommad ibn
Umar thre al-Husain ar-Raz, alMohse! 7 “ilm
Listmd al-Figh, Bowrut: Muassasah al-Risalah,
Jom, WD, ocet D01 19971418 hlin, 68
Mubammad ibn ‘Al bin  Muohammad  al-
Syaukeni, [rspel al-Fufued o Tahgin al-Hag i
‘it af-Usimd, Beirnt: Daral-Fikr, tth hlm. 209
Mubammad al-Khudari Bek, locelt Abdul
Wahah Khalln?, grcty,, him 74, Ali Hasballah,
opcti b 146 Abi Ishag Ihrahim ibn Miksa al
Ehasmivi pl-Syatibi, opei, Jue IV, hlm 47
Mublammad Al al-Nur Zahir Ushul al-Figh,
Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tih,, blm. 63

¥ Menunut al-Svaukani para ulama
betbeda pendapat, apakah mendahulukan nash
ataukah ijmak,, Pondapat pertama, nash lebih
utama dibandingkan ijmak dan mosh sendin
tnenjach landasan daser bagi ijjmak  Pendapat
yang kedun ijmak lebih kuat dibandinglan faf

Fevitalivast s Hom

sifat yang terdapat dalam sawh apakah
layak untuk dijadikan sebagai illat
hukum Conlohnya  seperti sabda
Rasulullah saw ketika ditanya oleh
seorang Arab Badui apa hukumnyu bagi
dia yang telah melakukan hubungan
badan dengan istrinya di siang han bulan
Ramadan, Rasul menjawab bahwa
hukumnye  adaluh  memerdekakan
seorang budak. Ada beberapa sifat yang
memungkinkan untuk dijadikan sebapgai
illat hukum dalam kasus tersebul vaitu
pembatalan puasa, hubungan badan,
Arab Badui_ dan bulan Ramadan. Namun
sebagian sifat-sifat tersebul ada vang
tidak membenkan pengaruh apa-apa
terhadap ketentuan hukum. Oleh karena
itu, sebaman sifat-sitat tersebut harmis
ciabaikan dengan menentukan suatu sifat
vang layak vaitu bulan Ramadan sebagii
illat hukum memerdekakan buodak *
Sedangkan jalan vang ketiga adalah
tulgiq ul-Manath, yaitu penclilian untuk
mengetahui dan memastikan adarya iilat
pada fierw’ selelah diketahui adanya illat
tersebul pada wshal baik illal tersebut
terdapat dalam nash dan fjmak maupun

sy duri nash. Al-Sveukani termasuk vanie
mendalivdfukan ijoak dibundingkan rask, Begme

pula al-Amidi dan Mubammad al-Khudan Belc

Sedangkan al-Baidawi, Abu Zalwsh, Abd al-
Wahab Khallaf' termssuk ke dalam kelompok
yang mendahuhikan aasd dibandinghan fmak
Lihat Symifuddin Abi al-Hasan Al iba Abi Al
ibn Muphamad al- Amich  apell, hlm 171
Mubmmmad ibn Al fbn Mubhammaed al-Syoulmn,
gprenr him, 210 dan Mohammad ai-Kimdan
Rek, loccir @ Svamsuddm Mahmoed Abdur
Rahman al-Ashithani, Sk al-0infim & ol
Beelfiovr, Tid 11, Rivadh | Makiabah al-Rusyi,
1993 him. 669 Abu Zahrah, dpoeif. bl 192
Abd al-Wahab Khallal epcin hlm 75

M Mubammad Abu Zaheah, opcin,
hm. 193

3 Al Hasballah, ap.cit. him. 184-185.

¥ Gopiuddin Abi al-Hasan  Ali ibn
Abt Al ibnMulammad al- Aoudi, apeiy, hilm
204,

®Ihnd.

1 Al Hasballah, op.cir. him, 45
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hasil dan ytihad (iséinbath). Contohnya
adalah seperu sifat vang memabukkan
dalam khamar menjadi illat bagi jenis
minuman lam vang mempunvai sifat
vang sama yvaiu memabukkan, sehingea
hukumnya adalah sama dengan hukum
asalnya, haram.*' Ketipa metode di atas
mempunyai suatu korelasi yang berujung
pada metode falgiq al-Manath sebagai
bentuk penerapan illat terhadap adanya
kasus-kasus  bary  vang muncul  dan
aktual untuk ditetapkan  hukumnya,
terutama dalam konteks givas™.
Menurut al-Syatibi, fahgiy al-
Manath merupakan metode yang akan
selaly relevan dalam upayi
mengidentifikasi  illat dalam hukum,
karena sifatnya vang selalu
memiokuskan kepada upaya
mengkaitkan problem hukum vang ada
di tengah kehidupan masyarakat dengan
kandungan makna yang terdapat dalam
rash. lmi berbeda dengan metode rakifirif
al-Manath dan tangih  al-Manath®
Lebih lanjut  al-Syatibi menyatakan
bahwa datil syare’ didasarkan atas dua
hal yaitu tahgiq al-Meanat dan hukum itu
sendliri,  Tahgiy  al-Manath  bersifat
ijtihadi yang memberikan porsi lebih
besar kepada akal itk
mengidentifikasikan hukum ke dalam
realitas. Sedangkan hukum menurutnya
adalah bentuk perwujudan dari dalil
nugli yang memberikan porsi lebih besar
kepada dalil-dalil mesh. Oleh karena iy,
ketika dihadapkan dengan suatu dalil
bahwa khamar hukumnya haram, maka
tidak cukup hanya mengatakan bahwa
khamar haram. Dalam hal ini khamar
harus  diselidiki  dulu  apa vang

Y Svaifuddin Abi al-Hasan Al ibn
Abi All | ibo Mubsmmad al- Amidi, loecii,
Muhammad Abu Zahrsh, opeit bime 184, Alj
Hasballah, op i, hlm. 147-148.

B 1o

4 Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-
Ehasmivi al-Syatibi, ep.cir, Juz IV, him. 47,

menyebabkan status hukumnya haram.
Ataukah bisa swa  hukummya  halal,
Ketika sudah ditemukan adanya 1anda
atau illat vang menvebabkan khamar
tersebut haram, maka barulah dikatakan
haram dan wajib untuk dijachi ' Dalam
kontcks 1ni, asy-Syatibi  sudah bepitn
jauh mengelaborasi metode 1]lat sebagal
salah satu cara pengembangan hokum
dengan menitik beratkan kepada prinsip-
pringip umui yang terkandung dalam
nasti dan menetapkan tujuan moral sosial
yang torkandung dalam setiap legislasi
Alquran yang dikenal dengan konsep
maqgasid al-Syart'ah.

Senada dengan Syatibi, lbn
Taimiyvah dalam kitab Mefmu al-
Fatawa menvaiakan bahwa talgig al-
Mamath adalah upaya Syari * mengtapkan
suatu hukum dengan makna yang umum
(fewlfiy untuk kemudian diijtihadkan
dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang
berkembang untuk  dicankan suatu
ketetapan hukumnya. Dengan demikian
menurut  |bn  Tamuyyah, pola inl
berbantuk givas wl-Tamsil atau grvas al-
Syumd  vang  memasukkan  hukun
parsial kedalum bentuk hukum yang
kulli > Metode rahqiy al-Manath seperti
ini pada urmumnya ditolak jumhur uiama
vang mengakui eksistensi ¢ivas sebagal
sualy  metodologi  hukom. Al-Gazali
schagaimana yang dikutip oleh al-
Syaukani menyebutkan ftahgig -
Manath tidak bisa dikategorikan ke
dalam bentuk gryas. Pola terscbut harus
dikatcgorikan scbagai salah satu bentuk
ijtihad, karena ijtihad sendiri tidak

W hid Tild 11 hie. 3132,

4 Lihat, Ahmad ibn Abdul Halim [bn
Taimivyuh, Meajies’ el-temeni, JilTd XTX, Tip!
gl-Mailis al-Islanil al-Asvawi Lajnah al-Da'wah
wa al-Ta'lim, 1997, hlm. 16-17.
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diperselisihkan eksistensinya, sedangkan
grvas masih diperselisibilan '

C. Peran IHat Hukum dalam Fikih

Progresif

Fikih dalam literatur keislaman
senng diartikon sebaga norma hukum
syarak vang mengalur  perbustan
manusta (mukafiaf) vang dirumuskan
(musignbithal) dani dalil-dalil syarak
vang parsial. Karena mengatur perbuatan
dan dirumuskan dan dalil syarak, maka
fikth  berkerakter  dinamis  dan
mterprefable. Ini  berbeda denyun
pengertian svanat yang bersifat statis dan
obsolut, dan Karenanya  bersifat
wrmterpreszble. Dalam hal ini sering
terjecdi ketancuan dengan menyamakan
makna fiksh dengan Syamat  Fikih
schagar produk mujlahid tentu saja
bebeda dengan syarial yang sering
ideniik dengan wahyu, yang berarn di
luar jangkauan manuosia. Ahl fikih
discbut dengan fugilifugaha, sedangkan
pembuat syanat disebut dengan Syari ' *

Fikih ssbagai scbuah hukam
dituntut umtuk  dinamis, realisus, dan
einstis lerutama ketika mengatur tentang
mterakst manusia. Norma fikih yang
dibangun atas dasar nash harus pola
bersmergr dengan faktor sasial budaya,

40 Mubammad ibn AL ibn
SMubswmed al-Syaukan, foc.cfi hlm. 222

1 Lihat ulasan yang lebih laas tentang
perbedaan fikih dan gyariat dalam A Qadri
Azizy, Ekjukitsisme Hukum Nasion] Kompetisl
Amiova Hukwm Iddom e Hukum O,
Yooypkarta, Gama Media, 2002, hiny, ibid, hlm,

4T7=57

% Paradigma  progresit  dicetuskan
pertama kuli oleh Sapjito Raharjo sebagai Kritlhk
werhadap kuaiya pavadigma bukuim posrivistik
vang dibangun dengnn cirs pandang yang sansat
eksualis  dan  dianmpap membelengu
(eksibelitas  hukum.  Hukum  dipahami
sehagaimans vang terdepat delem norma hukum
schingga kadang keadilan subtastif dari tukum
itu  gendiri tidak terpemuhi. Cara pandany
telestuialis dan formalisiik dalam hulkun tidak lah

Revivafisay) Mat Heufum

pengetahuan untuk menwu fikih vang
relevan Ini sudah diisyaratkan dengan
kaidah hukum yangz dirumuskan oleh
para ulama bahwa berubahnva suato
hukum sangal emat katannya dengan
perubahan masa dan tempal

Kaidah di atas mengisyaratkan
bahwa fikih sebagasi scbuah hukum
harus dibangun atas dasar progresifitas. ™
Produk fikih tidak bisa hanya dipahami
secara tekstual sebagaimana vang telah
dirumuskan oleh para ulama masa laiu,
namun menjadi togas para ulama
sckarang bagaimana fikih beseria teor
dun  metodologisnya  tersebul  dapat
relevan di masa sekarang dan yang akan
datanpg sehinga fikih akan selalu wp to
date, konteskiual dan feksibel. Fikih
dalam  penerapannya  schapaimana
hukum pada umumnya  juga  horus
berjalan pada asas dan twuammyva untok
merealisitkan  kemaslahatan ~ hidup
manusia, Para  ulama dengan
intelektualitas yanp luar bilasa sudah
mewariskan kepada penerasi sesudahnya
banyak teori fikih dan metode vang
masih relevan untuk digunakan dengan
mengedepankan  Kontekstualitasnya
Yang periu digarisbavahi adalah bahwa

salak sebab walao bagaimans pun jugs Bukwn
hatus teriknl dengon norme vang dilkasdungnya
Namun dalam bukum progrosif, Hukum bertolak
dart sebuah angpupan babwa  sesunegubnga
hukum  merupakan  sebuah  instutws yang
bertugas untuk merealisirkan nilai keadilan dan
kemazlahatan gl mumosie. Daligm kanteks i
hukum bertindak bukan sebiagal sl af realin:
afay representast durl realitns saja samuh juga
beriodak sebagai skl frrrealilv atan konsop
bagi vealitas, sehinpga hukun mempunyai sifot
phiif Tihal Mauldi “Paradigma Progresil dan
Magaskid Syarlaly Marnhai Barn Meoemukan
Hukum Responsifl’; dalam Asy-Sde 'ahJoemed
M Syort'eh dan Hwkepr, Vold9 Noo 2
Désember 2015, hilm, 252-255,
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teori fikih dan metode vang dibuat olel;
para ulama terdahulu bukanlah scsuaty
yang sakral sebagmimana Alguran dan
hadits, bukenlah sesuam yang tidak
tersentuh oleh sebuah inovasi ulama
kontemporer, Makna yang dikandung
olch Alguran dan hadits saja menurut
para ulama masib bisa dipahami secara
konstektual, apalagi teori dan metode
hukum yang dibangun oleh manusia,
Oleh karena itu, tidak ada teori hukum
dan metode yang bersifat mutlak. Qivas
misalkan, walaupun secara umum ulama
menerima sebagal metode hukum yang
bisa diterapkan, namun schagian kecil
ulama menolaknya, begitu pula dengan
istihsan

Salah satu teoni hukum yang
perlu diaktualkan dan dikontekstualkan
porannya dalam upava mewujudkan fikih
progresif adalah teori illat hukum atau
dalam istilah vlama ushul fikih disebut
dengan du il al-Ahkam. Tea 'l al-Ahkam
ciartikan sebagai suatu usaha untuk
mewujudkan adanya suatu sebab atas
suaty hukwm. Dalam hal ini a2l al-
Afkom  menjadi  sebuah pendekatan
dalam memaham hukum baik dengan
analogt  (givas)  atapun =ngan
mengetahui twjuan dari sebuah hukum.
D samping itu pula, istilah il al-
Ahkam  merupakan  rtepresentasi  dari
penggunaan akul terhadap hukum di
mand para ulama ada  vang
mengapresiasinya dan sebagian lain ada
yang menolakoya ™ Menurut Rizwan bin
Ahmad. ada empat manfaat kegunaan
tet Il al-Ahkam yaitu perlama, menjadi
dasar utama dalam upaya memahami,
dan  merealisasikan  magashrd  al-
Syariah. Kedua, merupakan salah satu

4 Lihat Ridzwan bin Ahmad, op.cir,
hlee 176

0 el alm, 175177,

' Lihat Muh Nashirudin, “Ta'ili
Abkam dan Pembaharian Hukum Lslam™ dalam

-

rukun ¢éyas dalam upaya “melebarian
keberlakuan hukum yang terdapes Soiam
nash ke persoalan hukum ysse S
Ketiga, denpan tu Tl al-Ahkam, s
ditemukan illat hukum vyang sesus
dengan perpektit jumhur ulama vaitu
illat yang jelas dan terukur, Keempat,
dapnt dijadikan  sarama  untuk
menggunakan metode yang lain selamn
givas  dalam  me-isfimbath-kan  dan
menerapkan  hukum, baik dengan
mengpunakan istihsan. mashiahall ol-
Mursatah, sad al-Dzariet yang walaupun
diperlesihkan para ulama, namua sepakal
dengan tujuannya yaitu merealisirkan
kemaslahatan bagi manusia.®

Selama im apabila berbicam
tentang illal hukum, maka akan selalu
dikaitkan dengan giyas, padahal illat
dalam givas bersifat konkrit dan statis
sehingga dianggap hanya terfokus pada
uasaha mencari kesamaan illat pada
kasus yang terdapat pada mash syarak
(nushus al-Svariak) dengan kasus baru
yang tidak terdapat pada novh Sparat s,
Cara ini dalam kajian ushul fikik sering
disebut dengan pendekatan e giyiasi
Pendekatan dengan illat guasi sampai
kapan pun masih relevan untuk
diterapkan, tcrutama dengan adanva
kasus vang serupa sebagaimana di
sebutkan di atas. Musthafa Ahmad al-
Zarga mengungkapkan bahwa Algquran
dan Sunnah dalam pgaya bahasa memuat
tentang fllat dan twuan hukum yang
dimaksudkan untuk sebuah ketentuan
hukum sehingga untuk kasus yang
serupa dapat dianalogikan dengan apa
yang terdapat dalam kedua sumber
hukum tersebul pada setiap rzaman =
Namun dalam kerangka pengembangun

Jarnal AfRkarn Vol XV No. 1, Januari 26015, him
Z1. Lihat Pula Roamli, ap.cit, hlm, 223,

* Lihat Muastahafa Ahmad al-Zarga,
Hukitm Febam dan Perubahan  Sosial St
Komparatif: Delapen Mazhah Fikifi terjemahian
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hukum Islam, memjadikan illat givasi
sebagal metode dalam konteks illat tidak

clukup, dan harus dilakukan
pengembangan teori illat ke arah yang
lebih dinamis. 1saha tersebut dapat
dilakukan dengan menjadikan  illat
sebagai illat rasyr:” llal fasyri’ adalah
menjadikan illat schagai poros dalam
menentukan ada atau tidak adanya suaty
hukum. Oleh karena itu, illat menjadi
dasar dalam upaya adanya peubahan
hukum®  Fungsi illat seperti ini
berangkat dani sebuah keyakinan bahwa
keteniuan-ketentuan  hukum yang
diturunkan oleh Allah untuk mengatur
perilaku manusia sebagai subjek hukum
memiliki nilai logis dan hikmah tertentu
yang ingin dicapai,** Dalam konteks ini,
para ulama sudah mengisyaratkan
perlunya ada illat ¢asyri' ini dengan
unghapan bahwa hukum sangat terkait
dengan illatnya. Ada dan tidak adanya
hukum tergantung pada ada dan tidak
- adanya illal ™ Contoh penggunaan *illat
tesyr " ni adalah seperti praktik khalifah
Umar bin Khattab yang sudah disebutkan
pada bagian terdahulu.

Salah salu cara menerapkan illat
jasyri’ aglah dengan menghubungkan
illat dengan  konsep maslahat dan
mafsadat, Dalam konteks ini, maslahat
dan malsadat merupakan bagian dar
proses fa 'fil wl-Akkam Dalam proses ini,
illat hukum yvang dirumuskan dari nash
bukan dijadikan schagai penentu ada
alau tidaknya scbugh hukum, namun
dilihat dari aspek {ujuan dari adanya illat
hukumnya yaitu demi  terealisirnya
kemaslahatan  dan  menghindarkan
kemudaratan, Menjadikan maslahal dan
mafsadat sebagai bagian proses fa il al-

Ade Dedi Rohayana, Jakarta; Riora Cipta. 2000,
him, T,

4 Likat Romli, ap,cir, hlm. 227

** Mhieh hlm. 222

* {ihai  Jamal Maz'mur Agmiani,
i, him 87

Sewralisasy [Har Hrukom,

Ahkam  sesungguhnya merupakan cara
untuk tidak meninggalkan teks sama
schali, namun juga tanpa mengabaikan
prnsif elastis dan fleksibelnya hukum
Islam schingga hukum  Islam yang
progresif dapat terealitirkan ™ Maslahat
diartikan  sebagas perolehan
kemanfantan dan penolakan terhadap
kesulitan bagi kehidupan mansuia. dan
N mwerupakan tujuan dani  adunva
hukum.

Konsep muslahat dan malsadat
merupakan bagian dari teon magashid

al-Sparigh  yang sudah sekian lama

menjadi perhatian para uluma dalam
upaya perumusan  hukum. Konsep
maslahat yang abstrak akan melahirkan
pertiinbangan hukum yang terlalu liberal
apabila pengertian maslahat ity sendiri
tidak diberikan limitasi atau batasan.
Namun sebaliknya apabila penilaian
maslahat atau tidak hanya didasarkan
secara tekstual malah akan menjadikan
hukuin Islam terasa sempit, kehilangan
substansinya sebagal norma syarak yang
bertujuan  merealisirkan  kemaslahatan
hidup  manusia.  Secarn  prinsip.
kemaslahatan yang diinginkan dalam
konicks hukum adalah  sebuah
kemaslahatan vang sifatnya universal,
sejatl, bersifat duntawi dan ukhrawi,
lahir dun bathin dan berlaku sepanjang
masa, Im terkait dengan hukum lslamn
yang selalu relevan dengan kemaslahatan
hidup manusia di mana pun dan kapan
pum,

Terkat  dengan  pemahaman
maslahal secara teks, para vlama dulu
menyatakan bahwa sepala ketentuan
yang disebutkan oleh nash secara zhahir
sesungguhnya mengandong dan

T Muh Nashiroddin, oo, bim, 25

T Lihat Jaih Mubarok Metvdiogt
djithad Hutwne Sl Yogyakarie: U] Press,
2002, hlm 134,
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membawa  kemaslahatan  hidup  bagi
manusia. Kalimat perintah (@) dalam
nash misalkan, sesungguhnya
mengandung  kemaslahatan  dalam
penerapannya, dan sebaliknya kalimat
larangan (nafy) mengandung bentuk
penghmdaran  terhadap kemudaratan
Dengan demildan, konsep magashid ai-
Spariah dipahami secara tekstual: Imam
al-Syatibi  mengamakn  teori istigra
(indultif) dalam upiya
mengelaborasikan prinsip yang dipahami
para  ulama scbaguimana di  atas
Menurntnya bahwa untuk mengetahui
adanya magashid al-Syariah tidak cukup
banya melalui pemahaman literal saja,
namun  juga  harus  melibatkan
pengetahuan tentang tuyuan dan asas dari
adanya hukum yang justru berada di luar
bagian teks i sendiri. Oleh karena itu,
dalam mengetahui prinsip magashid al-
syariah yang memuat konscp maslahat
dan mafsadal tidak cukup dengan
pemahaman terhadap teks vang berdin
sendir, namun juga pengetahuan tujuan
dan asas dari hukum vang terdapat dalam
teks-tcks lain akan melahirkan sebuah
konsep yang utuh tentang hukum dan
memuat mugashid al-Syariah. ™
Menurat  Thahir ibn  Asyur
sebasgimana yang dikutip olch Muh,
Nashiruddin bahwa dalam hubungan
antary illat hukum dan magasiid ai-
Syariah perlu dilakukan dengan metode
istigra’ yang ditempuh dengan dua cara
vaitu pertama, dengan melakukan leajian
semua hukum yang diketahui illatnya,
Dengan melakukan penelitian terhadap
llat, maka akan memudshkan untuk
mengetahul  magashid — al-Syariah.
Kedua, meneliti dalil-dalil hukum yang
mempunyal kesamaan illal sampai ada
keyakinan  bahwa  illat  tersebut

# Lihat Muh  Nashiruddin, LA,
hm 25
54 {hid, him. 25-26.

merupakan tujuan ditétapkannya hukum.
Sebagai contoh banyaknya perintah
intuk memerdekakan budah
menunjukkan bahwa magashid  ul-
Syariah-nya  adalah et atao
kebebasan

Menerapkan o'l al-Ahkam
dengan illat sywra' yang berorientasi
kepada magashid al-Syariah tentu saja
tidak lepas dari pemaknaan illat scbagai
sebuah hikmah, Al-Syatibi mengartikan
tiat adalah hikmah hukum yaitu
tercapainya kemaslahatan dan
menghindari kemudamtan Mengartilan
illat dengan hikmah akan memjadikan
bukum lebih dinamis dan terbuka dan
memiliki jangkavan yang lebih luas
dalam mewnjudkan sebuah
kemasiahatan, Harus dipahami  pula
bahwa al-Syatb:  harus  didudukkan
dalam konteks mazhab Maliki yang
menyatikan bahwa kesesuman antarn
ilat dengan hukum bisa saja dalam
bentuk al-Munasib al-Mursal, yaitu illat
hukum yang tidak disebutkan oleh pash
dan tidak pula disebutkan dalam raxh
yang lain, namun mengandung sebuah
kemaslahatan 5

Menurut hemat penulis, illat
dan hikmah dalam upava penerapun illai
svar’i tidak perlu  dikontradiktifkan,
karena illat yang dapat dijadikan sebaga
landasan hulkum scbagaimana perspekiif
ulama wnumnya, harus mempunyai
suatu  kandungan  hikmah  yang
merupakan twupan akhir dan rumusan
hukum: Oleh karena ilu, apahila suatu
hukum tanpa adanya kandungan hikmah
sama saja sebuah kebodohan vang tidalk
akan mungkin ada dalam hulum-hukum
syarak. Praktik seperti im.  sudah
ditunjukkan oleh Umar bin Khattab.
Inilah  yang dimaksudkan perlunya

" Lihat Dede Rosyads, Meiods Kegjian
Hukum Islam Dewan Hishah Persis, Jakaria
Logos Wacana Hmu, 1999, him. 65
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integrasi illat dan hikmah sebagai saly
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
sebagimana yang diinginksn olch K. H.
Sabal Mahfudz, schingga fikih progresif
vang berorientasi kepada kemaslahaman
hidup manusia tercapai !

1), Penutup

Dengan pupara di atas dapat
disimpulkan bahwa, illat hukum dalam
upaya pembaharean hukum Tslam masih
sangat relevan untuk saat ini baik dalam
konteks illar givasi maupun dlar syar',
Revitalisasi illat hukum dimaksudkan
untuk  mengembalikan  fongsi  illat
schagai poros utama melakukan ijtihad
dalam kerangka pembaharuan hukum
Islam untuk mewujudkan fikih yang
progresif dengan dinamika
perkembangan hdup manusia.
Menjadikan illat faysri’ yang lebih
dinamis, terbuka  schagai paradigma
rasionalisasi hukum akan membuai fikih
lebih clastis dan fleksibel. Teori ada dan
tidak adanya hukum tergantung denpan
tlat tiduk dipahami sebagai illat hukum
yang statis saja, terikat scbagaimana
dalam illat gipasi, namun illat haruslah
mengandung  kmah  yang  menjadi
twjuan. hukum  yaitu  merealisitkan
kemaslahatan  dan  menghilangkan
kemudaratan dengan jalan  integrasi
antara illat denpgan hikmah,

“ Lihat Jamal Ma mur Asmani,
apcit, hlm. 88,
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